WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 2~ TAHUN 2022,

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL, SOSIO KULTURAL DAN TEKNIS PEJABAT
PENGAWAS PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota yang menduduki
Jabatan Pengawas maka perlu disusun Standar
Kompetensi Manajerial, Sosio Kultural dan Teknis bagi
Pejabat Pengawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Standar Kompetensi Manajerial, Sosio Kultural
dan Teknis Jabatan Pengawas Pemerintah Kota
Lubuklinggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Slpil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Slpil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907) ;

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR KOMPETENSI
MANAJERIAL, SOSIOKULTURAL DAN TEKNIS PEJABAT
PENGAWAS PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi dan Pengertian

Pasal 1
Dalam Peraturan ini vang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3, Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

acdalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.



Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhl syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
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6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam
suatu satuan kerja organisasi negara.

Jabatari Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan
pimpinan tinggi pada Pemerintah Kota Lubuklinggau
yang setara dengan jabatan struktural eselon 1L
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3 Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar
belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis
kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi
kecacatan.

9. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapar diamat, diukur dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
teknis jabatan.

10. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamat,
diukur dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi.

11.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur,
dan dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan
kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip,
yvang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk
memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan
jabatan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Standar Kompetensi Manajerial, Sosio Kultural dan Teknis
Jabatan Pengawas dimaksudkan sebagai standar kompetensi
yang wajib dimiliki oleh setiap PNS yang menduduki Jabatan
Pengawas dan menjadi dasar penyusunan/ pengembangan
kompetensi bagi Pejabat Pengawas.
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Pasal 3

Standar Kompetensi Manajerial, Sosio Kultural dan Teknis
Jabatan  Pengawas  bertujuan  untuk  mendukung
terwujudnya sistem merit di Lingkungan Pemerintah Kota.

BAB I
STANDAR KOMPETENSI

Pasal 4

Standar Kompetensi Manajerial, Sosio Kultural dan Teknis
Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal , \§ Jandan 9%32

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

o
NA PUTRA SOHE

H. S.N.

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, | & Januan oo

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,
> 1
RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR 2



